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stract A i g
ib ITI”” comes to bring goodness to mankind. In practice Islamic law must deal with new issues that demand

©ew legal solutions as well. It is often that a partial legal apprciach produces partial legal products byal[gﬁng
e “-p-:ﬁxrc that is at the heart of Islamic Shari'ah. The maqasid al-shari’ah approach can be a way for the
Jevelopment of Islamic law which is oriented towards human welfare so that Islam as rahmatan Ii-Glamin
can really be realized. This article seeks to examine the development of the concept of maqdsid al-shari'ah by
emphasizing the characteristic of the three main figures of different schools of thought: al-Ghazal, al-Shatib,
al-Tafr.
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Asbtrak

Islam datang untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Hanya saja dalam praktiknya, hukum Islam
harus berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang menuntut penyelesaian yang baru pula. Tidak
Jarang, pendekatan hukum yang parsial akan melahirkan produk hukum yang parsial pula dan mengorbankan
kemaslahatan yang menjadi jantung syariah Islam. Pendekatan magqasid al-shari'ah bisa menjadi jalan bagi
pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia sehingga Islam sebagai rahmatan
li-alamin bisa benar-benar diwujudkan. Artikel ini berupaya mengkaji perkembangan konsep maqasid al-
shart'ah dengan menekankan pada karakteristik pemikiran tiga tokoh utama dari mazhab yang berbeda: al-
vhazali, al-Shatibi, al-Tiff.

Kata kunci: Maqasid al-Shariah, Maslahah, Hukum Islam

P i -
ENDAHULUAN betul-betul mengetahui maqasid al-shari'ah dan

Islam hadir dengan berbagai dimensinya
tak  terkecuali dalam dimensi hukum'
bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatat;
yang sebanyak—banyaknya bagi umat manusia
baik kemaslahatan yang bersifat duniaw;
maupuln ukhrawi. Kemaslahatan yang menjadi
I(Derhatlan Islam tersebut, menurut al~Ghzfz§]i
kvl:a '505 H.) mencakup lima hal yang dalam
hc"ianah .ushul al.-fiqh disebut al-kulliyat al-
{al-di;,) yaitu: perlindungan terhadap agama
ﬂl-naslijlzlm (al-nafs): akal (al-‘agl), keturunan
e an teralfhlr harta (al-mal).: Begitu
t‘ersebgnya pemghharan akan lima maslahah

ut, al-Shatibi (w. 505 H.) secara tegas

Mme
wbahwa seorang mujtahid harus

D
_ °:ffljurusan Ushuluddin STAIN Kediri
ﬁﬂ|~5hq,|-a:::ﬁald_ Sa'ld Ramadan al-Btl, pawabif al-Maslahah
bl 250, slamiyyah, (Balrut: Muassasah al-Risalah, 1982),
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menjadikannya sebagai bagian integral dalam
proses ijtihadnya.

Menurut al-Shatibi (w. 790 H.), seluruh
proses ijtihad, baik bertautan langsung dengan
teks maupun tidak, harus memperhatikan
maslahah sebagai “ruh” dari maqasid al-shari'ah.
Sebuah ijtihad dapat dianggap sesuai dengan

‘magqasid al-shari'ah, masih menurut al-Shatibi

(w. 790 H.), harus memenuhi empat aspek®
Pertama, didasarkan pada teks dan hukim
yang terkandung di dalamnya, serta magqasid
al-shar’ah; Kedua, mengkompromikan antara
pesan-pesan yang bersifat universal dan
umun dengan dalil-dalil yang bersifat parsial;
Ketiga, berpedoman pada prinsip menarik
maslahah dan menolak mafsadah; Keempat,

3Ahmad al-Raysunl, Nazariyyat al-Maqasid ‘Inda al-imam al-
Shatibi, (Bairut: al-Ma'had al-‘Alami li al- Fikr al-Islami, 1995),
hlm, 362-384,

59

Dipind'ai dengan CamScanner



mempertimbangkan hal-hal yang mungkin
terjadidalamjangkapanjang:apakahkeputusan
hukum yang akan ditetapkan tersebut akan
berdampak terealisirnya kebaikan schingga
harus ditetapkan, atau justru scbaliknya,
diyakini, atau paling tidak diduga kuat akan
menimbulkan hal-hal negative (mafsadah).

Terobosan konsep al-Shatibi tentang
maqasid al-shari'ah tersebut, sebenarnya masih
menyisakan keterbatasan dalam kajian hukum
Islam, dimana kajian hukum, sebagaimana al-
Ghazali (w. 505 H.), bapak magqasid pertama,
hanya dilihat secara parsial, yakni sebatas
dalam ranah al-kulliyat al-khams (agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta), tanpa adanya
kajian keterkaitan masing-masing aspek al-
kulliyat al-khams tersebut. ljtihad magasidi
yang digagas al-Shatibi (w. 790 H.), juga
hanya berkutat dalam pembahasan maslahah
dilihat dari sisi kekuatannya, yakni maslahah
dariiriyyat (mendesak, primer), maslahah
hajiyyat (dibutuhkan, sekunder), dan maslahah
tahsiniiyat (keindahan, tersier).

Buah dari pendekatan kajian hukum yang
bersifat parsial ini adalah lahirnya pemahaman
hukum yang bersifat parsial pula. Kewajiban
shalatlimawaktu,misalnya,hanyadilihatsebagai
hukum yang berkaiatan dengan kemaslahatan
agama, bukan sesuatu yang ada keterkaitannya
dengan kemaslahatan jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Demikian pula tentang kewajiban
menutupi aurat, hanya dilihat sebagaia ajaran
yang bersifat preventif agar terhindar darj
perbuatan zina yang dalam kajian magasid al-
shari’ah termasuk dalam wilahyah perlindungan
keturunan. Dengan demikian, maka sebenarnya
tidak terlalu mengejutkan, kalau para
pengusung jargon penegakan “syari'at Islam”
baik melalui lembaga-lembaga keagamaan,
seperti Majlis Ulama Indonesia (MuI), maupun
Peraturan Daerah (Perda) yang mengundang
kontroversi di kalangan masyarakat, Tulisan
ini berupaya menghadirkan kajian mengenaj
maqasid al-shari'ah sebagai sebuah metode
ijtihad hukum dengan mengkaji
tokoh utamanya, yaitu al-Gha
dan al-Tufi.

pemikiran tiga
2li, al-shatib;,

PENGERTIAN ~ DAN  PERKEMBAN
MAQASID AL-SHARIP'AH SEBAGAI M
HUKUM

Secara etimologi, maqdsid al-shari'gh adala},
gabungan dari dua kata: maqdsid dan al-sharrgp,
Magqasid adalah bentuk plural dari magsad yap
merupakan derivasi dari kata kerja qasadg-
yagsudu, yang mempunyai banyak arti, seperti
menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah,
adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan
lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan
dan kekurangan.’ Menurut Imam Mawardj,
makna-makna tersebut semuanya terdapat
dalam al-Qur'an. Sementara kata shari'ah,
secara etimologi bermakna jalan menuju mat,
air. Sedangkan secara terminologis, syari'ah
didefinisikan sebagai: “Perintah dan larangan
Tuhan yang berhubungan dengan tingkah Jaky
kehidupan manusia”.

Dengan  demikian,  shariah hanya
bersentuhan dengan hukum shara’ yang
bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-ha]
yang berkaitan dengan akidah. Ketika kata
magasid dinisbatkan padakata shari'ah, maka
yang segera terlintas dalam benak pikiran
adalah tujuan-tujuan hukum shara’ (figh), baik
maqasid al-shari'ah sebagai teori penggalian
hukum maupun sebagai contoh penerapan
hukum dengan basis magasid al-sharf'ah.
Menurut Abd al-Majid al-Najjar, seharusnya
wilayah kajian maqasid al-shari’ah menyentuh
apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah
dan larangan Tuhan, baik dalam tataran
tingkah-laku manusia maupun dalam akidah
dan ESPEk-aSpeklainnya dalam kehidupan
manusia. Setiap perintah Tuhan pasti memiliki
tyjuan yang menuntut untuk direalisasikan
baik dunia maupun di akhirat kelak. Perintah
beriman kepada Allah Swt., misalnya, adalah
bertujuan untuk merealisasikan ketenangan

jiwa di dunia sebelum mendapat kenikmatan

GAN
ETopg

R -
_ Muhammad Amin Suhayli, Qa'idah Dar ‘u al-Mafisid Awld

in Jalb al-Magalih Dirasah Tahliliyyah (Mesir: Dar al-S8la™

2010), hlm, 64,

*Abd  al-Majid al-Najjar, Maqdsid al-Shari'ah bl

ah, (Tunis: Da al-Gharb al-Islami, 2012), hlm. 15-
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al-Tahir bin ‘Ashur, maqﬁ'?id_ ?l“
St‘bdl,]]n:n; didefinikan oleh tokoh maqafl(-i’
shartah b,L LIeh al-Shatibi, konseptor magqasid
tt,,-.11-.151"l;1 (l)unkaryﬂnya'a"Muwafaqat'Sebemm
1L~.-F;1Ini1: b?nl ‘Ashur, maqasid al-shari’ah belum
:;]i;ilc‘:'i::iknn oleh tokoh maqasid,. termasuk
oleh al-shatibi, konseptor maqashid pertama
dalam karyanya, al-Muwafaqat. Adapun al?s.'im.
mengapa al-Shatibl mengesampingkan d.eftfnsT
maqasid al-shari’ah, menurut Musfir bin ‘Alj
al-Qahtani ada dua kemungkinan: Pertama,
bahwa al-Muwafaqat yang ditulis oleh al-Shatibi
hanya untuk konsumsi kalangan ulama yang
betul-betul mendalam dan punya perhatian
terhadap ilmu syariat. Oleh karena itu, dia
tidak merasa butuh untuk memberikan definisi
sesuatu yang sudah sama-sama diketahui oleh
kalangan ulama, Kedua, fokus kajian al-Shatibi
dalam al-Muwafagat adalah membangun teori
maqasid yang belum terjamah oleh paraulama
sebelumnya, Walaupun secara khusus al-
Shatibi tidak menedefinisikannya, penjelasan
detail yang ia Paparkan akan menghantarkan
Pembaca pada definis; magqasid al-shari‘ah,
kompengertifm rr_laqﬁsid al-shari‘ah secara_lebih
Prehensif dikemukakan oleh Ibn ‘Ashir

dan_‘f}lil al-Fasi. Menurut 1bn ‘Ibn ‘Ashiir,
"Maqasid al-tashri gl-‘gmah adalah:
"Makna-makna

leh agama

¢bahagian duniawi-ukhrawj,

Sementara

] “Alal al-Fas{, Maqdsld al-Shari'ah wa Makarimuha, (Kalro:
ar al-Salam. 2011), him, 24,

yang dibuat Shari’ pada setiap hukym shari’at
itu”.* Definisi magasid al-shari‘gh tersebyt
dapat yang men-cover dua sisj kemaslahata,
yakni kemaslahatan umum dan, kemaslahatar;
khusus. Beberapa definisi maqasid al-sharigh
pasca ‘Alal al-Fasi adalah pengulangan saj
» Walaupun redaksinya berbeda, Seperti
definisi yang disampaikan oleh al-Raysunj
berikut: “Tujuan-tujuan yang syari‘at dibuat
untuk merealisasikannya demi kemaslahatan
manusia.”” Walaupun al-Raysuni tidak secara
tegas menyebut al-maqdsid al-khas (tujuan-
tujuan khusus), namun kata maslahah al-‘ibad

- (kemaslahatan manusia) yang ada di akhir

definisi di atas adalah mengidikasikan ‘Alal al-
Fasi juga menghendaki tujuan-tujuan khusus
yang berkaitan dengan hukum atau dalil
hukum Islam,

Tujuan umum shariat Islam berhubungan
dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni
agar menjadi khalifah (pemimpin, pengelola) di
muka bumi dengan beribadah kepada Allah Swt.
Sementara kepemimpinan tidak akan terwujud
Seécara nyata tanpa adanya keteraturan yang
bersifat individu dalam wadah kehidupan
sosial. Dengan demikian dapat ditegaskan
bahwa tujuan umum dan tertinggi dari
shariat Islam adalah untuk mewujudkan
tujuan kehadirannya di muka bumi, yakni
sebagai khalifah dengan mengemban amanat
mewujudkan kemaslahatan sebagai individu
dan bagian dari sistem kehidupan sosial
masyarakat agar memperoleh kebahagiaan
sejati di dunia dan akhirat.® Dalam kerangka
menjelaskan tujuan umum shariat tersebut Ibn
‘Ashiir menegaskan:

“Apabila  kita teliti sumber-sumber shariat

Islam yang menunjukkan akan tujuan-tujuan

pensyariatannya  maka  twjuannya  adalah

untuk memelihara tatanan umat manusia dan
mengabadikan kemaslahatan manusia itu sendiri,

*Ahmad al-Ralsiinl, Nudhariyat al-Maqdsid ‘Inda al-Imdm
al-shdtibi, ( Herndon, Virginia: The International Istitute of
Islamic Thought, 1995), hlm. 18.

tal-Raisnl, Nadhariyat al-Muaqdsid., hlm. 18

sal-Ralsiinl, Nadhariyat al-Magqdstd, hlm., 17,
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dan mencakup kemaslahatan akal, perbuatan, dan

kemaslahatan alam semesta tempat ia hidup yang
ia hadapinya™

MAQASID AL-SHARI’AH DALAM PERSPEKTIF
AL-GHAZALI, AL-SHATIBI, AL-TUFI

Maslahah Menurut al-Ghazali (w. 505 H.)

Bagi al-Ghazali, hukum Allah (syari’at)
yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis secara
umum memilki rasionalitas hukum (ta’lil al-
ahkam)™. Artinya, setiap ketentuan yang ada
dalam dua sumber hukum tersebut memiliki
tujuan (magqasid). Melalui magqasid, ide pokok
Tuhan yang tersembunyi di balik firman-
firman tertulisnya dapat dijadikan landasan
untuk memahami apa sebenarnya yang
diinginkan Tuhan dari setiap aturan yang
ditetapkan untuk makhluk-Nya. Selanjutnya,
" masalah-masalah yang tidak tercover secara
tekstual dapat diidentifikasi pula. Hanya saja,
menurut al-Ghazali, maslahah yang dijadikan
pertimbangan hukum adalah tujuan atau
maslahah menurut pandangan Tuhan, bukan
semata maslahah dalam persepsi manusia.
Kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk
kepentingan  Tuhan, melainkan untuk
kemaslahatan dan kebaikan umat manusia
dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat
kelak.! '

Ditinjau dari aspek diakui atau tidaknya
oleh Syari'at, menurut al-Ghazali, maslahah
terbagi dalam tiga kategori'*: Pertama, maslahah
mu’tabarah, yaitu maslahah yang sejalan dengan
kehendak Allah Swt..Dalam hal ini, al-Ghazali
memberikan contoh dengan hukum haramnya
minum segala sesuatu yang memabukkan
karena digiyaskan dengan arak (al-khamr).
Kedua, maslahah batilah (mulghah), yaitu
maslahah yang bertentangan dengan kehendak

9al-Raisiini, Nadhariyat al-Magqasid., hlm, 17.

10Abil Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usal, Vol. 1,
(Bairiit: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 286.

1a]-Ghazali, al-Mustasfa, hlm, 286.

11]-Bashir Shammam, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah wa
‘Alagatuhd bi al-Mabiits al-Lughawiyyah Ru’yah fi al-Muwizanah
Bayn Mugtadaydt al-Lisan wa Maqdsid al-Shar'i (Tunis: al-Shirkah
al-Tunisiyyah li al-Nashr wa Tanmiyah Funun al-Rasm, 2013),
hlm. 100.
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Allah Swt. Contoh yang dikemukakan ole, il
Ghazali berkaitan dengan maslahah tipolog;
ini adalah penolakannya terhadap pendapay
sebagian ulama yang mewajibkan seqray
raja untuk berpuasa dua bulan berturut-typy
agar berefak jera, sebagai kifarat (tebuSani
atas hubungan suami—istri_yang dia lakukap,
di siang hari dalam bulan Ramadan, dengan
alasan kalau kalau raja disuruh membayar
kifarat dengan memerdekakan budak,—sepert;
urutan kifarat dalam nas--, maka mereka tidak
akan jera. Kalau logika berpikir seperti ity
diterapkan, maka seluruh bangunan hukum
Islam akan rontok dan diubah sesuai dengan
selera manusia.”

Sementara kemaslahatan yang ketiga,
adalah kemaslahatan yang nas (teks al-
Qur'an maupun Hadis) membiarkannya
tanpa ada kejelasan, apakah termasuk
maslahah mu’tabarah (dibenarkan menurut
syara’), atau maslahah mulghah (ditolak
oleh syara’). Kemaslahatan jenis ini disebut
magslahah mursalah (lepas tanpa ketentuan).
Kemaslahatan tipologi ini, menurut al-Ghazal,
selagi termasuk dalam hal yang mendesak
(dariirah, primer) dan mencakup kemaslahatan
umum adalah boleh melakukannya, seperti
dibolehkannya menyerang orang-orang kafir
yang menjadikan orang-orang Islam sebagai
tameng, walaupun tindakan tersebut bisa jadi
mengakibatkan jatuhnya korban dari salah
satu kaum muslimin yang dijadikan tameng
tersebut.™

Tujuan Tuhan untuk kemaslahatan
manusia, menurut al-Ghazali, mencakup lima
prinsip dasar: agama (din), jiwa (nafs), akal
(‘aql), keturunan (nasab) dan harta (mal). Bagi
al-Ghazali, segala sesuatu yang mencerminkan
perlindungan terhadap lima prinsip tersebut
dinamakan maslahah, sebaliknya setiap sesuatt

yang dapat menyebabkan terabaikanny?
disebut mafsadah.s

——

“Shammam, Maqdsid al-shari’ah., hlm. 101 I

“assir ‘Audah, al-ljtihad al-Magasidi Min al-Tagawwsr dh
Usaliy 11a al-Tanzil al-‘Amaliy, (Bairut: al-Shabakah al-*Arablyy?
Li al-Abhath wa al-Nahr, 2013), him. 101

**al-Ghazali, al-Mustasfa, him. 287.
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|-Ghazali, aI-usﬁl. al-llch.a@sah
ran yang tidak saja diajarkan
nerupakanl ajé tetapi  juga diajarkan dan
slangy seluruh agama (milal) yang
p“}?SItirCiptanya kemaslahatan bagi
mcngh.elljii‘ |lnukﬂ bumi ini. Oleh karenanya,
“m.ms'fql Ghazali, tidak ada satu agamapun
I.m,]ufti qu melarang kufur, pembunuhan, zina,
’N"in-i;lm, dan mengkonsumsi sesuatu yang
Hi;;ﬂt merusak atau mengganggu fu.ng.si akal.
| Namun perlu ditegaskan di sini, secara
konseptual lima kemaslahatan yang digagas
oleh al-Ghazali tersebut adalah perkembangan
darikonsep maslahah tokoh-tokoh sebelumnya
seperti al-Juwayniy (w. 478 H./1185 M), dan
al-‘Amiriy (w. 381 H./991 M.). dan terus
dikembangkan oleh tokoh-tokoh magqasid al-
sharfah sesudahnya, seperti al-Shatibi dan
al-Fasi. Sebelum al-Ghazali, pemeliharaan

Menurut

olL’}] :
11‘leﬂjﬂd1

atas kemaslahatan agama (htifz} al-din) adalah

berkaitan dengan batasa

n murtad yang oleh
al-‘Amiriy disebut d

engan istilah mugzjirah
k}au.l‘i al-baydah (larangan melepas telur/jati
diri). Pemeliharaan atas agama (hifz al-din) oleh

hanya
agama [slam, tapi

bfll‘agama.

larangan
Beberapa

al-Juwaini,

mencederaj
istilah tersebut

Qmu
dian oleh al-Ghazali, dan

Audah, al-ljitihaq al-Magqags(dy,, him. 30,

A. Halj) Thahir

» Maqasid Shari'ah sebagai Metode Penggalian Hukum Islam

al-Shatibi secara konsiste
ke dalam dua it

al-nafs (p?rlmdungan jiwa), dan hif
nasl (perlindungan ketuturunan),
demikian, istilah muzjirah gat| al-nafs
membunuh) dimasukkan dalam Kajian hifz o]
nafs (perlindungan jiwa), sedangkan hifz q]-'ir;{
dan muzjirah talb al-‘irq melebur dalam kajian
hifz al-nasl (perlindungan keturunan) »
Perlindungan terhadap akal (hifz al-‘aq]),
walaupun secara istilah tidak mengalamj
perubahan, tapi dalam memahami istila}
tersebut mengalamj perkembangan sse

dengan perkembangan ilmy pengetahuan,
sosial dan budaya. Ketik

a baru dirumuskan,
pemeliharaan akal berk

isar pada larangan
minuman keras (al-khamr) saja, karena

dianggap dapat merusak akal pikiran,
Kemudian jangkauan hifz al-‘aql diperluas oleh
al-Qardawi dalam ranah kewajiban menuntut
ilmu penegetahuan secara berkesinambungan
hingga akhir hayat (min al-mahdi il al-lahd),
kewajiban merenung dan memikirkan jagat
raya (malakiit al-samawat wa al-ard) sehingga
Sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat

n disedefh

anak: |
lah Popular, yakﬁiah?]r‘; :

iring

manusia.”*Kemudian tokoh magqasidberikutnya,

Sayf ‘Abd al-Fattah, mengembangkan konsep
hifz al-nasl dalam ranah kebebasan berfikir.»s
Perlindungan terhadap harta (hifz al-
mal) juga mengalami pergeseran dari satu
masa kemasa yang lain, Al-‘Amiri, sebelum
al-Ghazalj, menyebutnya sebagai muzjirah
akhdz al-mal (larangan mengambil harta)
yang didalamnya dibahas tentang hukuman
pencurian (al-sarigah) dan perampokan (al-
hirabah). Kemudian al-Juwaini merubahnya
dengan sebutan ‘ismah al-mgl (perlindungan
harta), dan disempurnakan oleh al-Ghazali
dengan konsep hifz al-mal prinsip di atas
oleh al-Ghazali dibedakan menjadi  tiga
peringkat, al-darirat, al-hajat dan al-tahsinat®,
Pengelompokan inj didasarkan pada tingkat
kebutuhan dan skala prioritasnya. Magqdsid al-

"Audah, al-Ijtihad al-Maqasidi,, hlm., 25-26,
*Audah, al-ljtihad al-Magqdsidr, him., 28.
Audah, al-Ijtihad al-Maqdsidi., hlm. 29,
*Audah, al-ljtihad al-Maqdsidi, hlm, 289,
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daritriyyat (tujuan-tujuan primer) didefinisikan
sebagai tujuan yang harus ada, yang
ketiadaannya akan berakibat menghancurkan
kehidupan secara total.!

Magqasid al-hajiyyat (tujuan-tujuan
sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang
dibutuhkan manusia untuk mempermudah
mencapai  kepentingan-kepentingan  yang
termasuk ke dalam katagori al-darariyyat.”
Karena fungsinya yang mendukung dan
melengkapi tujuan primer, maka kehadiran
tujuan sekunder ini dibutuhkan (sebagai
terjemahan harfiah dari hajiyyat, bukan
niscaya (sebagai terjemahan langsung dari al-
darariyyat). Artinya, Jika hal-hal hajiyyat tidak
ada, maka kehidupan manusia tidak akan
hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurang-
sempurnaan, bahkan kesulitan.” :

Sementara magqasid al-tahsiniyyat (tujuan-
tujuan tersier) didefinisikan sebagai sesuatu
yang kehadirannya bukan niscaya maupun
dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah
(sebagai termahan harfiah dari kata tahsiniyyat
proses perwujudan kepentingan dariiriyyat dan
hajiyyat. . Sebaliknya, ketidak hadirannya
tidak akan  menghancurkan  maupun
mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi
rasa keindahan dan etika..

Al-Ghazali  juga  mengklasifikasikan
maslahah dari aspek adanya legalitas atau
tidaknya dari Shari’ (Allah Swt. dan Rasulullah
Saw.) dalam tiga katagori: pertama, maslahah
mu‘aththirah,  yaitu kemaslahatan yang
dijelaskan secara langsung dalam teks; kedua,
maslahah mulghah (sia-sia) dan gharibah (asing),
yaitu kemaslahatan yang keberadaanya ditolak
oleh teks; sementara maslahah ketiga adalah
maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang
tidak dinyatakan dalam teks secara langsung
namun memilki kesesuaian spirit dengan
maslahah yang dijelaskan dalam teks®. Satu
hal yang perlu ditegaskan di sini, menurut al-
Ghazali, bahwa maslahah hajiyyah (sekunder)

2*Audah, al-ljtihad al-Magasidi., hlm, 290.
2*Audah, al-ljtihad al-Magadsidi., hlm, 291,
2 Audah, al-ljtihad al-Magasidi, hlm. 291,
# Audah, al-Ijtihad al-Maqdsidi,, him.,, 292.
»*Audah, al-Jjtihdd al-Magdsidr,, hlm., 310-311,

dan maslahah tahsiniyyah (tersier) tidak dapat
dijadikan landasan hukum kecuali bj),
diperkuat oleh asl (sesuatu yang hukumny,
dijelaskan oleh teks). Dengan demikian, car,
kerja maslahah ala al-Ghazali adalah cara kerja
qiyas, sebab bila tidak didukung oleh sharg’
maka sama saja dengan istihsan,?

sedangkan maslahah darariyyah
(kepentingan primer, mendesak) bagi gl
Ghazali dapat dijadikan pijakan hukum, apabil,
memenuhi syarat-syarat berikut: Pertamg,
tidak bertentangan dengan nas qat’i. Bagi al-
Ghazali, nas qat'i lebih kuat dari pada maslahah
mursalah. Sementara pertentangan (ta'Grud)
yang terjadi antara maslahah dengan nas dhanni,
maka yang diprioritaskan adalah maslahah,
tanpa menafikan teks sama sekali. Dengan
kata lain, yang berlaku dalam kasus ini adalah
maslahah men-takhsis keumuman teks; Keduq,
maslahah yang bersifat universal (kulliyat),
bukan maslahah yang bersifat juziyyat; Ketiga,
diyakini atau diduga kuat akan benar-benar
mencerminkan kemaslahatan, bukan maslahah
eutopis, praduga atau sangkaan belaka.”

Maslahah Menurut al-Shatibi (w. 790 H.)

Menurut al-Shatibi, Allah Swt. menurunkan
syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk
mengambil kemaslahatan dan menghindari
kemadaratan (jalb al- masalih wa daru al-
mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah,
aturan-aturan hukum yang Allah Swt. tentukan
hanyalah untuk kemaslahatan manusia di
dunia dan akhirat sekaligus.”® Kemaslahatan
tersebut dapat terwujud apabila lima unsur
pokok berikut terwujud, yakni: agama, jiwa,
keturunan , akal, dan harta.?®

*Audah, al-ljtihad al-Maqasidi,, him., 293-294.

" Audah, al-ljtihad al-Magasidi, hlm., 295-309.

“Sha’ban Muhammad Isma'il, Usal al-Figh Tarikhuh wa
Rijaluh, (Makkah: Dar al-salam, 1998), hlm. 417.

“Ulama berbeda pendapat tentang urutan lim?
kemaslahatan tersebut. Ibn al-Subki (w. 771 H.) selain lima hal
pokok tersebut, dia menjadikan kehormatan (al-ird) sebagal
kemaslahatan keenam yang juga dipelihara dan dilinduns!
oleh agama, al-Qarafi, al-Shawkani, dan 1bn ‘Ashir menol
penambahan ini karena menurut mereka, perlindunga®
kehormatan sudah termasuk dalam cakupan P"“ndungan
keturunan, Lihat al-Rais{ini, Nadariyat al-Magqdsid, hlm. 62-64
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]-zuhaili, ulama
Wahbah a x
Mf?"“rut n shafi'iyyah _memberlkan
\1ilikiy}’“}‘ hal pokok (al-usill al-khan?:f;ah)
‘ l”-m:qn‘scbngai berikut: agama, jiwa,
gengan U dian harta. Sementara

kemu

cturunath ;

Jkal, kett afiyyah urutan lima kemaslahatan
ani

\dalah: agama, jiwa, keturunan, akal,
e |‘1m-m_“‘ Mirip dengan Wahbah al-
haili :II-Bﬁl_j berpendapat, b_aliwa‘urutan
y h-n 'a!'khumsah yang menjadi ijma ulama
‘]l;lit‘h mengikuti urutan yang disampaikan
uilh pencetusnya, al-Ghazali, yaitu: agama,
L"i\tm .kal, keturunan, kemudian harta.
'] .l.)alam usaha  merealisaikan  dan
memelihara lima unsur pokok tersebut, al-
shatibi membagi kemaslahatan dalam tiga
katégori:“ 1). al-magqasid al-dariiriyyat (primer,
pokok); 2). al-magdsid al-hdjiyyat (sekunder,
kebutuhan); dan 3). al-maqasid al-tahsiniyyat
(tersier, keindahan). Al-Maqasid al-daruriyyat
adalah:

“Sesuatu yang yang tidak boleh tidak harus ada
dalam mewujudkan kemaslahata agama dan
Junia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada,
maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan
stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat
menyebabkan terabaikannya keselamatan (dari
murka Allah Swt.), kenikmatan, dan kembali
(kepada Allah Swt.) dengan kerugian yang nyata.”

grutah

alama 1
{erse

Lvmlldi‘"

Pemeliharaan -terhadap  magasid  ql-
daririyyat ini menempati peringkat tertinggi
dan paling utama dibanding dua magqasid
lainnya. Oleh karenanya, tidak dibenarkan
memelihara kebutuhan hajiyyat dan tahsiniyyat

bila pada saat yang sama mengorbankan
kemaslahatan daritriyyat.3s

B

) *Wahbah al-Zuhailj, Usal al-Figh al-Islami, Vol. 2, (Bairt:
Dar al-Fikr, 1986), hlm. 752-753,
Yal-Bati, Dawabit al-Maslahah., him, 250.
. lIAbu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usal al-Shariah, vol,
2, (Bairut; pay al-Fikr, 2005), hlm. 6

“al-shatjbi, al-Muwdfagat, hlm. 6. Menurut Abu Zahrah
Menolak ;

. Stle_gala sesuatu yang dapat berakibat hilangnya salah

{mmdafriklma unsur pokok dapat dikatakan sebagai dariri

b Lsa_ /Primer). Lihat Muhammad Aba Zahrah, Usil al-
4 al-Islami, vol. 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), hlm, 371,

“Sapiuddin Shidig, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011),
hlm, 226,

Maqasid al-hdjiyygt oy,
Sesuatu yang. diueypigy

dan menghilangkan kesempitq

menyebabkan kesylitq

menyebabkan terabaikannyq g,

Apabila magqasid tersebut tidq
orang-orang mukallaf terjerembab dq

. :
namun tidak sampai padq tingkatanmkesuman,

kerusakg
normal yang dihindari :
umum. wssy g, dindar! dalam kemalahatgn

uk kelonggarqn
N yang da

M, yang berikutnya jl.f;;
; ”tuyqng dicari,
dijaga, Umumnyq

Tegasnya, kemaslahatan
adalah kemas.lahatfm yang  semata-mat,
untuk mer.lghlr?darl terjadinya  kesylitan
dalam menjalani hidup ini. Atas semangat
menghilangkankesulitaninilahsejatinyaajaran
Islam dibangun. Oleh karena itu, dalam segala
lini kehidupan, baik dalam ibadah maupun
mu’amalah (berinteraksi dengan orang lain),
tercermin semangat memberikan kemudahan
dalam bentuk rukhsah (keringanan), seperti
dibolehkannya meng-gasar shalat bagi orang
yang sakit atau musafir, dan dihalalkannya
setiap sesuatu yang baik.

Terakhir adalah maqasid al-tahsiniyyat yang
artinya “mengambil tradisi baik dan pantas,
serta menjahui hal-hal yang dapat menodai
yang dicela oleh akal sehat. Pengertian
tersebut terangkum dalam bagian akhlak
mulia.”® Kemaslahatan yang menunjang
peningkatan martabat hidup seseorang dalam
masyarakat dan di hadapan Allah Swt. dalam
batas kewajaran dan kepatutan. Pengabaian
aspek tahsiniyyat tidak  menimbulkan
kehancuran dan kemusnahan hidup manusia
sebagaimana tidak terpenuhinya aspek
dartriyyat, dan tidak membuat hidup manusia
menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya
aspek hdjiyyat, akan tetapi hanya mendapatkan
hanya berkaitan erat dengan akhlak mulia dan
adat yang baik.”

Menurut al-Qarafi, maslahah dalam kategori
tahsiniyyat ~ disebut dengan kemaslahatan

hajiyydt

*al-Raisiini, Nadariyat al-Maqdsid, hlm. 146.

*al-Raisiini, Nadariyat al-Magdsid, hlm. 146, Lihat pula,
Musfir bin ‘Ally al-Qattaniy, al-Wa'y al-Maqdsidi, (Bairut: al-
Shabakah al-‘Arablyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), him.
51.

al-Raisiini, Nadariyat al-Maqasid, hlm. 227,
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penyempurna (ma huwa mahal al-tatimmat),
karena fungsinya yang hanya terbatas untuk
menyempurnakan  kemaslahatan, ~ Beberapa
contoh maslahah tahsiniyyat yang dikemukakan
oleh al-Shatibi antara lain: membersihkan najis,
bersesuci (wudhu', tayammum, dan mandi),
menutupi aurat, berhias, ibadah-ibadah nawafil,
tatakrama makan dan minum, menghindari
makanan dan minuman yang menjijikkan, terlalu
boros,danterlalukikir.*Dalambidangmu’amalah,
al-Shatibi memberikan contoh maslahah ini
dengan hal-hal berikut: larangan jual-beli barang
najis, larangan bagi budak untuk menjadi sakasi
dan pemimpin, larangan bagi perempuan untuk
menjadi pemimpin dan mengawinkan dirinya
sendiri. Sedangkan dalam biang pidana adalah
seperti tidak diberlakukannya qgisas bagi orang
merdeka karena membunuh budak, larangan
membunuh wanita, anak-anak, pendeta ketika
dalam peperangan.®
Klasifikasi maslahah seperti tersebut di
atas dapat memudahkan pengkaji hukum
Islam dalam menganalisis kasus hukum yang
di dalamnya terdapat pertentangan antara
beberapa maslahah. Ketika yang bertentangan
adalah maslahah yang sama-sama dalam
peringkat dariiriyyat, maka penyelesaiannya
adalah dengan mendahulukan urutan yang
paling tinggi dalam lima unsur pokok (al-usul
al-khamsah), dimana peringkat tertinggi adalah
agama, kemudian secara berurutan diikuti
dengan jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Penyelesaian kontradiksi maslahah tersebut
juga diterapkan dalam peringkat yang sama-
sama hajiyyat atau sama-sama tahsiniyyat. Contoh
yang dapat dikemukakan dalam kasus di atas
adalah, pada batas tertentu, jihad di jalan Allah
Swt. termasuk kelompok daririyyat dalam
ranah pemeliharaan eksistensi agama yang
tidak jarang membawa korban manusia. Dalam
hal ini, memelihara agama dengan jihad harus
didahulukandaripadamemeliharajiwawalaupun
sama-sama dalam peringkat daritriyyat.*

#3l-Shatibi, al-Muwafaqat, hlm. 22-23,

»a]-Shatibi, al-Muwafagqat, hlm. 22-23.

“Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih
Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. , 4.
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Apabila pertentangan maslahah terjag;
antara daririyyat dengan hajiyyat oy
tahsiniyyat, atau hdjiyyat dengan tahsiniyyg,
maka maslahah hajiyyat dan tahsiniyyat haru;
diabaikan demi  mewujudkan maslahg},
dariiriyyat, demikian pula maslahah tahsfniy&at
harus diabaikan demi mewujdkan maslghqp,
hajiyyat. Misalnya, seseorang diwajibkan'un'tuk
memenuhi kebutuhan pokok pangan ungy)
memelihara eksistensi jiwanya. Makanay
dimaksud harus berupa makanan yang hala],
Manakala pada suatu saat ia tidak dapat
mendapatkan makanan yang halal, padaha]
ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam
kondisi tersebut ia dibolehkan memakan
makanan yang diharamkan, demi menjaga
eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal in;
termasuk menjaga jiwa dalam peringkat
daririyyat, sedangkan memakan makan
yang halal termsauk memelihara jiwa dalam
peringkat hajiyyat. Jadi, memelihara jiwa dalam
peringkat daririyyat harus didahulukan dari
pada memelihara dalam peringkat hdjiyyat.
Contohnya adalah adalah keharusan tetap
melaksanakan shalat berjama’ah (maslahah
hajiyyat) walaupun pada saat tertentu tidak
didapati imam shalat yang faqih, ward’, atau
benar dan fasih bacaan al-Qur*an-nya (maslahah
tahsiniyyat).

Maslahah Menurut al-Tifi (w. 716 H.)

Pada dasarnya, sebelum al-Tiifi tidak ada
seorang ulama-pun yang menerima maslahah
sebagai dalil hukum independen (mustagil), baik
para imam mazhab besar, yakni Abii Hanifah
al-Nu’man bin Thabit (w. 150 H/767 M), Malik
bin Anas (w. 179 H/795 M), Muhammad bin
Idris al-Shafi' (w.204 H/819 M), dan Ahmad bin
Hanbal (w. 241 H/855 M), maupun para ulama
pengikut empat mazhab tersebut. Dalam batas-
batas tertentu Abi Hanifah menerima ma.,slabﬂ}f
sebagai dasar penetapan hukum melalui
metode istihsan, penilaian hukum yang berasal
dari akal sehat yang tidak secara langsuné
pada teks atau analogi (qiyas) yang ketat
tetapi lebih pada ide mengenai kelayakan 2t

“"Fathurrahman., Metode ljtihad., hlm. 45.
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sementara para penentangnya,

< berikutnya, menuduh bahwa
ada {‘m,-:rf‘hga" melawan ketentuan teks-teks
tode ;m'analogi Para pendukung istihsan
"> menegaskan bahwa apa yang mereka
'Iu‘\;lhkan tidaklah benar.®? Metode istihsan,
:::::m-ut para pendukungnya, sejatinya tt?ti,_lp
wjalan dengan ketentuan teks (nas) dan quas,
hanya saja dalam kasus tertentu analog!nya
wersifat khafi, tersembunyi, subtil dan tidak
tampak secara langsung.

Tanpa memperdulikan kuat atau lemahnya
rangkaian periwatan (sanad) atau otentik
tidaknya penisbatan pada Nabi, al-Tiifi
memandang teks hadis tentang kemaslahatan
sebagai representasi yang valid dari tujuan
a-Qur'an untuk melindungi kebaikan dan
kemaslahatan manusia. Menurut al-Tiff,
potongan kalimat yang bentuk lengkap atau
asli dari hadis yang dimaksud adalah:** “Tidak
boleh menyebabkan kerugian pada seseorang
dantidak boleh ada perbuatan merugikan yang
bersifat pembalasan pada seseorang”’. Menurut
alTifi, kandungan hukum yang fundamental
dari Hadis ini adalah: “tidak sah tindakan
menyebabkan kerugian (pada orang lain)
kecuali ada sebab khusus yang men-takhsis.”

Menurut al-Tafi, berdasarkan Hadis
tersebut, mafsadah harus dihilangkan, yaitu
dengan menghilangkan sesuatu yang bersifat
umun kecuali mafsadah yang di- takhsis oleh
dalil. Dengan demikian, kandungan Hadis
ini harus didahulukan dari pada seluryh
dalil-dalil hukum lainnya dalam upaya
menghindari bahaya dan sekaligus untuk
menggapai maslahah, sebab, lanjut_ al-Taff,
andaikan sebagian dalil mengandung unsur
darar (bahaya) dan kita menghilangkannya
dengan mengamalkan kandungan Hadis

kc}‘ilt []t ;ll'l .

me
agama d

referensi usil al-figh dari
al-Zuhaili mendefinikan istihsan
sebagai berikut: “berpaling dari ketentuan qliyg.:}{af men:;ju
| Yha dalil yang le uat atau
tuntut iyas khafi karena ada
berlpl;l?:g?:lzri ketentuan kaidah kuHi_;tr-ah j(ur;;v:r:ilslljﬁdij:}t‘;{:

bersifat juzt1 \pe .

kepada tuntutan masalah yang

W, _zuhaili, Usil al-Figh- ¢ Sl
dhba:: E_lilmz‘.;?z:)in ;i-Tﬁﬁ Kitab al-Tayin fi Sharh al-Arba'mn,
“Na i g Im. 236.
(Bairut: Muassasat al-Rayyan, 1994)2':6
wal-Tafi, Kitab al-Ta’yin., hlm. 236.

“’Berdasarkan beberapa
kalangan Hanafiyyah, Wahbah

A. Halil Thahir,

Maq&sfd Shari'ah sebagai Metode Penggalian Hukum Islam

tersebut—dengan metode t

akhsis dan baya
;maka sebenarnya kit mengamalkg :yc:jn_.
dalil secara bersamaan, tetapi bily ity tid::

menghilangkan darar, maka berarti tida)
memberlakukan salah saty dalil, yakni Hagis

tersebut. Padahal, mengkompromikan antar,
beberapa dalil adalah lebih utama dari pada
mennyiakan salah satunya.

Untuk menguatkan pendapatnya, g)-
Tufi men’iberikan penjelasan cukup panjang
mengenai pengertian dan ruang lingkup
maslahah dan perhatian  Shar’ terhadap
maslahah. Dalam pandangan al-Tiifi, kata
maslahah berdasarkan wazan mafalah dari kata
salah, yang berarti “sesuatu dalam keadaan
sempurna sesuai dengan kegunaanya”.
Misalnya, pena dibuat sedemikian rupa agar
dapat digunakan untuk menulis. Pedang
dibikin sedemikian rupa sehingga bisa dipakai
untuk memenggal.*

Sedangkan dalam tradisi (‘urf), maslahah
adalah sarana untuk mencapai kebaikan
keuntungan. Sedangkan menurut shara’ adalah
sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai
kepada tujuan shar’i, baik berupa ibadat maupun
adat. Kemudian, maslahah ini terbagi menjadi
dua bagian, yaitu perbuatan yang memang
merupakan kehendak Shari’, yakni ibadat dan
apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan
semua umat manusia dan tatanan kehidupan,
seperti adat istiadat.*’

al-Tifi menganggap bahwa penggunaan
maslahah hanya ada pada masalah-masalah
yang berkaitan degan mu’amalat, bukan pada
masalah-masalah yang berhubungan dengan
ibadat dan mugaddarat. Sebab, masalah ibadat
adalah hak Shari’. Tidak mungkin seseorang
mengetahui hakikat yang terkandung di
dalam ibadat, baik kualitas maupun kuantitas,
waktu atay tempat, kecuali hanya berdasarkan
Petunjuk resmi Shari’, Kewajiban hamba

hanyalah menj ;
Hiya jalankan apa saja yang telah
diperintahkan oleh Tuhann R s

: ya, sebab seseorang
pembantu tidak akan dikatakan sebagai orang

“al-TafY, Kitab al-Tq ¥in,, hlm, 237
“al-Taf, Kitab al-Ta'yin,, him, 237
al-Taf, kitab al-Ta'yin,, hlm, 274
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yang taat jika tidak menjalankan perintah
yang telah diucapkan oleh tuannya, atau
mengerjakan apa saja yang sudah menjadi
tugasnya.

Demikian halnya dalam masalah ibadat.
Karenanya, ketika para filosof telah mulai
mempertuhankan akal, dan mulai menolak
SharT’at, Allah Swt., amat murka terhadap
mereka. Mereka tersesat jauh dari kebenaran.
Bahkan mereka sangat menyesatkan. Berbeda
halnya dengan kaum mukallaf, hak-hak
mereka di dalam memutusklan hukum adalah
perpaduan antara siyasah dan Shari‘ah yang
sengaja oleh pencipta dicanangkan untuk
kemaslahatan umat manusia.*®

Berkaitan dengan perhatian Shari’terhadap
maslahah, ada dua hal yang disampaikan
al-Tufi: Pertama, ia menolak dua pendapat
yang menerima dan yang menolak sekaligus,
apakah perbuatan Allah Swt. berdasarkan
alasan (mu’allalah) atau tidak. Menurut al-
Taff, perbuatan Allah Swt. berdasarkan
beberapa hikmah yang kembali kepada umat
manusia (mukallaf), tidak kembali kepada
Allah Swt., karena Allah Maha Sempurna dan
tidak membutuhkan yang lain.* Kedua, al-
Tifi juga tidak menerima dua pendapat yang
saling bertolak belakang berkaitan dengan
pertanyaan: apakah perlindungan terhadap
maslahah oleh Allah Swt. merupakan keharusan
bagi Allah Swt. (wajibah ‘alayh)—seperti
pendapat Mu'tazilah—atau hanya merupakan
pemberian atau anugerah Allah Swt. pada
makhluknya (tafaddul min Allah). Menurut al-
Tiifi, pemeliharaan atas maslahah adalah pasti
datang dari Allah Swt. (wajibah minhu) secara
tafaddul (pemberian, anugerah), dan bukan
keharusan bagi-Nya (la wajibah ‘alayh).>

Al-Tiifi membangun pemikirannya tentang
maslahah tersebut berdasarkan atas empat
prinsip:* Pertama, akal semata, tanpa harus
melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan

#3]-Taifi, Kitab al-Ta'yin., hlm, 279.

#a]-Tiifi, Kitab al-Ta'yin., hlm. 279,

soal-Tafi, Kitab al-Ta’yin., hlm., 241-242,

“Lihat Ibrahim Hosen, “Beberapa Catatan Tentang
Reaktualisasi Hukum Islam”, dalam Kontekstualisasi Ajaran
Islam, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm, 254-257.

dan keburukan, Hanya saja kemandirian aka]
untuk mengetahui baik dan buruk terbagy,
dalam ranah mu’amalah dan adat istiady.
kedua, scbagai kelanjutan pendapatny;
yang pertama di atas, ia berpendapat bahy,
maslahah merupakan dalil syar'i mandjr
yang kehujjahannya tidak tergantung pad,
konfirmasi nas, tetapi tergantung pada akj|
semata. Bagi al-Tafi, untuk menyatakan
sesuatu itu maslahah adalah atas dasar adat-
istiadat dan eksperimen, tanpa memerlukan
petunjuk nas; Ketiga, sebagaimana disebutkan
sebelumnya, maslahah menjadi dalil syar'j
hanya dalam bidang mua’'malah (hubungan
sosial) dan adat-istiadat. Sedangkan dalam
bidang ibadat dan muqaddarat (sesuatu yang
ukurannya telah ditentukan dalam ngs,
maslahah tidak dapat dijadikan dalil. Dalam
kedua hal ini, nas dan ijma’-lah yang harus
diikuti. Pembedaan ini terjadi karena di mata
Al-Tifi ibadah merupakan hak yang khusus
bagi Allah dan karenanya tidak mungkin
mengetahui hak-Nya- baik dalam hal jumlah,
cara, waktu maupun tempatnya kecuali atas
dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi-
Nya. Sedangkan mu’amalah dimaksudkan
untuk  memberikan  kemanfaatan dan
kemaslahatan kepada umat manusia. Atas
dasar ini, dalam hal ibadah Allah Swt. lebih
mengetahui akan hak-Nya, dan karenanya
kita wajib mengikuti nas dalam bidang ini.
Sedangkan di bidang mu'amalah, manusia
dapat menentukan pilihannya sesuatu yang
diyakini dapat memberikan manfaat dan
maslahah. Oleh karena itu, mereka harus
berpegang pada maslahah ketika kemaslahatan
itu bertentangan dengan nas. Keempat, Bagi
Al-Tiifi, secara mutlak, maslahah merupakan
dalil syara’ yang paling kuat. Baginya,
maslahah bukan hanya hujjah semata ketika
tidak terdapat nas dan ijma’, melainkan ia
harus didahulukan atas nas dan ijima’ ketika
terjadi pertentangan antara keduanya dengan
cara takhsis dan baydn. Pengutamaan dan
mendahulukan maslahah atas nas berlaktl.
dalam seluruh karakteristiknya; baik qat!
dalam sanad dan matn-nya ataupun dhannt.
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rkan keempat asas ini, al-Tafi
a5¢ c

qsun tiga argumen dalam mendahulukan
meny

pah atas nas dan  {jma’ SEbagairl:l.Eln?.
nnl-ﬁ.ll‘(‘-:‘r,“, pertama, bahwa kedudukan ijma
beilt lhukumdiperselisihkandikalangan

i 1‘]idﬂli . :
seb lff] sementara maslahah telah disepakati,

rmasuk oleh mereka yang menentang ijma’.
i berarti bahwa mendahulukan sesuatu
l\img disepakati (maslahah) atas. hal yanJg
'dipﬂ-sclisihkan (ijma’) adalah lebih utama®;
(edua, nas mengandung banyak pertentangan,
4an hal inilah salah satu penyebab terjadinya
perbedaan pendapat. Sedangkan memelihara
naslahah merupakan sesuatu yang disepakati;
ketiga, terdapat nas dalam Sunnah yang
ditentang oleh maslahah, seperti sikap sahabat
Umar yang melarang menyampaikan Hadis
Nabi tentang “garansi” masuk surga bagi orang
yang mengucapkan kalimah tawhid. Larangan
itu didasarkan pada kemaslahatan umat Islam,
yaitu kekhawatiran sahabat Umar terhadap
sikap bermalas-malas untuk beramal dengan
dasar Hadis tersebut.5
Menurut al-Taifi, istidlal dalam ranah
ibadah adalah berpijak pada nas, yakni al-
Kitab dan al-Sunnah. Dua sumber hukum ini
bisa jadi masing-masing berdiri sendiri dalam
menjelaskan suatu hukum dan mungkin pula
keduanya menjelaskan secara bersama-sama.
Sementara dalam ranah mu’amalah, menurut
al-Tafi, yang dijdikan pedoman istidlal adalah
maslahah. Maslahah dan dalil-dalil hukum
yang lain—seperti nas, ijma’ dan qiyas—dalam
melihat hukum sesuatu ada dua kemungkinan:
sama atau berbeda. Dalam mengaplikasikan
dua kemungkinan ini al-TGfi menawarkan
langkah-]angkah istidlal sebagaimana berikut:ss
Jika maslahah dan dalil-dalil hukum yang lain
sama dalam menetapkan hukum, maka tidak
2da masalah dan baik sekali, seperti sepakatnya
& dan maslahah dalam menetapkan

um yang bersifat mendesak (dariri),
adap pembunuh, membuny

Bcl‘d

nLlH

nas, ijm
lima huk
yakni: gisas terh
it tan.,” hlm. 254-257
T iosen, “Beberapa Catatan,, :
sjbrahim “"zzn wpeberapa Catatan.,” hlm. 254257,
»i]brahim Hoser wpeberapa Catatan.,” hlm. 254257,

Hlbramm ﬂzzz:' «“peberapd catatan.,” hlm, 277,
ssjbrahim 1

A. Halil Thahir,

Maqﬁ-?fd shari'ah sebagai Metode Penggaliap Hukum 5]
m Islam

orang murtad, Memoton

t
had penuduh zina (q&dzif),g dainiaag Pencurj,
peminum khamr s 104 terhadap

Apabila  maslahqah dan
: slar dali]
lainnya berbeda, maka diupayalian h:k:m
mengkompromikan antara keduany, n(u:(
Jjam’u baynahuma), misalnya de ¥

; ; ngan memb
sebagian dalil pada sebagian hukum, tidak p;:;:

yang lain, selagi tidak menabrak maslahah dan
tidak mempermainkan dali, Tetai)i .apabi[a
melakukan kompromi tidak memungkinkan
maka yang harus didahulukan darj pada da]ji
lain adalah maslahah, sebagaimana pesan
Nabi Saw. dalam Hadis: 1 darara wa I dirdra,
Makna Hadis ini, menurut al-Tafi, khusus
dimaksudkan untuk menghilangkan mafsadah
(kerusakan) dan memelihara maslahah yang
menjadi tujuan utama shara’. Sedangkan dalil-
dalil lainnya tidak ubahnya sebagaimana
sarana (wasail). Oleh karena itu, tujuan harus
diutamakan dari pada sarana.”

Menurut al-Tifi, maslahah dan mafsadah
bisa jadi bertentangan. Oleh karena itu, perlu
ada langkah-langkah- penyelesaian untuk
menghindari pertentangan tersebut. Suatu
kasus hukum adakalanya hanya mengandung

maslahah saja, atau mafsadah saja, atau

mengandung maslahah dan mafsadah sekaligus.
Apabila suatu kasus hukum hanya memiliki

satu unsur maslahah, maka tidak ada masalah,

yakni maslahah tersebut dijadikan pijakan
hukum. Namun apabila terdapat beberapa
maslahah, maka semuanya diupayakan dapat
terakomudir dalam hukum tersebut. Bila
langkah kompromi tidak memungkinkan,
maka yang diprioritaskan adalah maslahahyang
Paling urgen, atau dengan cara diundi apabila
dari sekian maglahah sama-sama pentingnya.’®
Suatukasus hukumyang di dalamnyahanya
ada unsur mafsadah, maka mafsadah tersebut
g'};mdari- dan membuang seluruh mafsadah
I‘t?ei:l memang terdapat beberapa mafsadah dan
oy I;‘:gl]:mkan untuk menghindari semuanya.
gkah tersebut tidak mungkin dilakukan,
*Ibrahim Hosen,

“lbrahim Hosen,
*Ibrahim Hosen

“Beberapa Catatan.,” hlm. 277.
‘Beberapa Catatan.,” hlm, 278.
"Beberapa Catatan.,” hlm. 278.
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maka cukup mengerjakan yang mungkin saja,
Ketika tingkat mafsadah-nya tidak sama, maka
yang dihindari adalah mafsadah yang lebih
berat (irtikab akhaf al-dararayn). Tapi bila kadar
mafsadah-nya sama, maka memilih salah satu
atau dengan cara diundi untuk menghindari
tuhmah (prasangka buruk).»

Suatu kasus hukum yang di dalamnya
terdapat unsur maslahah dan mafsadah, maka
yang ditempuh adalah mengambil maslahah
dan menolak mafsadah. Jika langkah itu tidak
mungkin, maka dipertimbangkan mana yang
paling penting, apakah menarik maslahah atau
menolak mafsadah. Namun apabila masing-
masing sama-sama pentingnya, maka dipilih
“sesukanya” atau kalau perlu dengan cara
diundi, untuk menghindari tuhmah.® Apabila
dalam satu kasus hukum terjadi pertentangan
antara dua maslahah, atau dua mafsadah, atau
maslahah dan mafsadah, maka yang dijadikan
.dasar penetapan hukum adalah aspek yang
paling dominan (arjah), baik dari unsur
maslahah maupun unsur mafsadah. Kalau
semuanya dalam kadar yang sama, maka boleh
memilih atau menempuh jalur diundi.**

Kesimpulan

Tulisan ini, tidak dimaksudkan sebagai
tahapan-tahapan  perkembangan  magqasid
al-sharah dari konsep pada pendekatan,
sebagaimana ditulis oleh Imam Mawardi
dalam bukunya, Figh Minoritas®, tetapi lebih
ditekankan pada karakteristik pemikiran
tiga tokoh tersebut tentang maslahah yang
merupakan sentral kajian magqasid al-shari‘ah.
Penulis memilih tiga tokoh tersebut dengan
pertimbangan: pertama, al-Ghazali (w. 505
H.), al-Shatibi (w. 790 H.), dan al-Tafi (w. 716

%brahim Hosen, “‘Beberapa Catatan.,” hlm. 279,

«|brahim Hosen, “Beberapa Catatan.,” hlm. 279.

¢lbrahim Hosen, “Beberapa Catatan.,” him, 279.

“Gagasan tentang maqdsid al-shari’ah secara konseptual
telah dimulai oleh al-Tirmidzi (w. 320 H./ 932 M., lalu
dilanjutkan oleh al-Qaffal al-Kabir (w. 360 H./972 M), al-‘ Amiriy
al-Failasuf (w. 381 H/ 991 M), al-Juwayni (w. 478 H./1185 M), al-
Ghazali (w. 505 H./1111M.), al-Shathibi (w. 790 H./1388 M.), Ibn
‘Ashur (w. 1393 H./ 1972 M.), dan ‘Alal al-Fasi (w. 1394 H./ 1974
M.). Lihat Jassir ‘Audah, al-ljtthad al-Maqasidi Min al-Tasawwur
al-Usiliy ll al-Tanzil al-'llmy, (Bairut: al-Shabakah al-'Arabiyah
li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), hlm. 17-18,
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H.) berlatar belakang madzhab figh Yang
berbeda, yakni al-Ghazali (w. 505 H.) berlatang
belakang Shafi'iyyah yang dalam ijtihadny,
menckankan ada konsep qiyas, sedangkan al-
Shatibi (w. 790 H.) berlatar belakang Malikiyyah
yang menjadikan maslahah mursalah sebagaj
dalil terdepan setelah al-Qur'an dan al-
Hadith, sementara al-Tifi (w. 716 H.) adalah
bermadzhab Hanbali yang menekankan pada
pemahaman leteral teks al-Qur'an dan Hadis
serta mendahulukan athar al-Sahabah daripada
giyas dan dalil hukum lainnya dalam penggalian
hukum Islam. Karakter mazhab Hanbali tetap
terlihat dalam pandangan al-Tafi (w. 716
H.) tentang maslahah dalam ranah ibadah
dan mugaddarat. Sedangkan dalam ranah
mu’amalah, al-Tafi (w. 716 H.) mencukupkan
maslahah sebagai dalil hukum andalannya.

Dalam bentangan sejarah panjang hukum
Islam, tepatnya sejak al-ShafiT (w. 204H.)
menulis kitab al-Risalah, Usil al-Figh disepakati
sebagai seperangkat metodologis dalam
legislasi hukum Islam. Salah satu tema yang
banyak diperdebatkan di kalangan ulama
ushul, adalah pembahasan tentang maslahah,
apakah termasuk dalam perangkat istinbat
hukum atau tidak. Kontroversi tersebut
terjadi karena mereka berbeda dalam melihat
sejauh mana akal ditolerir ikut bermain dalam
memahami pesan teks.

Al-Shafi’i (w. 204 H.) adalah ulama yang
paling keras menolak penggunaan nalar dalam
berbagai bentuknya, baik melalui istihsan atau
maslahah mursalah dalam penggalian hukum

.Islam. Pendapat tersebut diikuti oleh ulama

sesudahnya seperti al{]uwaini (w. 478 H.) dan
al-Ghazali (w. 505 H.). Namun demikian, dua
tokoh tersebut mengembangkan sedemikian
rupa konsep maslahah, Al-Juwaini (w.478 H.)
disinyalir sebagai bapak magqasid pertama.
Dialah tokoh yang melahirkan konsep talil
dalam tiga katagori: dariiriyyat, hajat dan
mahasin. Konsep al-Juwaini (w.478 H.) inilah
agaknya yang memberikan inspirasi al-Ghazali
dalam mengemas maslahah dengan wajah baru,
yaitumaqdsid al-shari‘ah dalam bingkai al-usilal-
khamsah (lima hal pokok), yakni pemeliharaan
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akal, keturunan dan harta,
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iwa, ; asih “nyantol”
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qiyas'erbeda;;npﬁ?;yah: al-shatibi (w. 790 H.)
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ot sedemikian rupa konsep
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dan 3 Je istinbat hukum c-xla.Mélik'iyyah,
+de maslahah, yang sejatinya tmglfat
nya dengan teks masih begitu
i dengan al-Ghazali (w. 505 H.),_a'l-
kentali erfgo H.) menegaskan bahwa magqasid
shatibi ,(,wﬁfdak boleh menabrak rambu-rambu
al—mftffs ;f.shdri', keduanya harus sesuai, dan
maqﬁr terjadi pertentangn antara keduanya,
f:k al ;ang harus rela mengalah adalah magqasid
! llaf.”
al m;;:gseg maslahah juga dikembangkan oleh
J-Tilfi (w. 716), seorang ulama yang bermazhab
Hanbali, sebuah mazhab yang secara tegas dan
keras menolak campur tangan nalar dalam
istinbat hukum. Bagi al-Taift, maslahah adalah
dalil hukum terdepan dan terkuat, khususnya
dalam ranah mu’amalah. Dalil apapun yang
berlawanan  dengan semangat maslahah
harus ditolak, karena hukum bukan untuk
kemaslahatan Tuhan, tetapi semata-mata
untuk menghantarkan manusia menggapai
maslahah, yakni memperoleh kebaikan dan

sekaligus terhindar darj bahaya, baik di dunia
maupun di akhirat,
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